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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi 

mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan 

dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidanan 

ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik 

dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini 

menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.1 

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang 

selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa 

tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu 

berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke 

tahun.2 

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap 

problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. 

Karena         itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu 

lebih                  ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain 

kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan 

perundang- undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua 

tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak 

                                                   
1 Arif Gosita. 1983. “Masalah Korban Kejahatan”. Jakarta: Akademika Pressindo. Hal 3. 
   2 Susilo. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Bogor: Politeia.Hal.11 
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pidana. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat 

salah satunya adalah kejahatan penipuan, akhir - akhir ini banyak sekali 

terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan 

perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat 

intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. 

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat 

dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal 

perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, 

karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya 

merusak tata kehidupan masyarakat. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 

menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan 

diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang 

efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam 

penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu 

perbuatan di dalam suatu undang- undang, namun dibutuhkan juga aparat 

hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga 

yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin 

berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di 

dalam KUHP, Ketentuan mengenai kejahatan  ini secara umum diatur 

dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 

378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (oplicthting) dan 
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pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas 

(bedrog) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal 

ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana 

penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dpaat dituntut 

berdasarkan Pasal 378 KUHP. 

Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau 

“bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah 

perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh 

pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat 

menipu atau digunakan tipu muslihat.3 

Adapun rumusan Pasal 378 KUHP 

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau 

martabat (hoqdrigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.4 

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan 

Pasal 378 KUHP diatas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk 

memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara 

penipuan termasuk dalam hal ini penipuan dengan dalih penggunaan 

                                                   
3 PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. Delik-Delik Khusus. Bandung. Tarsito. Hal 263. 
4 Moeljatno. 1985. Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. Hal 161. 
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proposal palsu , sehingga dapat menjamin  kepastian hukum. Hal ini 

dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban        penipuan secara 

mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.  

kasus kejahatan penipuan dengan modus proposal masjid dalam 

pengumpulan infaq, Kasus ini terjadi pada tahun 2022, dalam kasus ini 

pelaku bermodalkan proposal masjid . kemudian pelaku menjalankan 

aksinya dengan cara membawa proposal tersebut dari rumah ke rumah atau 

di tempat ramai diwilayah kota Gorontalo, dalam aksinya pelaku sengaja 

berpakaian lusuh dan memasang wajah memelas untuk mengelabui warga 

agar memberikannya sumbangan uang. Diketahui pelaku telah 

menjalankan aksinya selama 13 tahun dan hasil pendapatan terbilang 

sangat banyak yakni Rp 490.000.000 yang dia simpan direkenignya.  

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke 

dalam kejahatan terhadap harta benda orang Untuk menanggulangi 

permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan 

tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan 

ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak 

pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang 

yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta 

sanksi yang perlu diketahui dalam kitab  Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).  

Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan 

diundnagkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (ius constitutum), 
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namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa 

keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang 

dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis 

dalam kalimat-kalimat itu.5 Hukum pidana hendaknya dipertahankan 

sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi 

masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan 

kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi  keseimbangan 

kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. 

Didasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkatnya  dalam sebuah skripsi yang diberi judul :“PENEGAKAN 

HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENGGUNAAN 

PROPOSAL DALAM PENGUMPULAN INFAQ  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap tindak penipuan 

penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq ?  

2. Apa hambatan dalam menangani tindak penipuan penggunaan proposal 

dalam pengumpulan infaq ? 

1.2  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis 

rasa memerlukan suatu tujuan dalam sebuah penelitiannya. Tujuan 

tersebut dapat dikemukakan secara deklaratif dan merupakan suatu 

pernyataan – pernyataan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. 

                                                   
5 Chazawi adam.2002.pelajaran hukum pidana bagian 2 “penafsiran hukum pidana,dasar 

pemidanaan,pemberatan dan peringanan pidana,kejahatan aduan,perbarengan ajaran kualitas 

Hal 3 
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Tujuan penelitian tersebut terdapat dua macam yaitu tujuan 

penelitian   objektif dan tujuan penelitian subyektif. Adapun antara lain 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk Mengetahui Penegakan hukum pidana terhadap tindak penipuan 

penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq . 

b) Untuk mengetahui Hambatan dalam menangani tindak penipuan 

penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq 

1.3 Manfaat Penelitian 

Didalam setiap penelitian penulis mengharapkan adanya manfaat 

yang terkandung dalam penelitian tersebut yang dapat berguna bagi 

penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

dapat digunakan dalam penulisan hukum pada umunya dan penulisan 

hukum pidana pada khususnya. 

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai 

cara – cara penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

dengan penggunaan proposal palsu. 

c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat didalami dan dipakai mengenai 

teori – teori yang didapat dalam perkuliahan di Fakultas Hukum 

Universitas Ichsan Gorontalo. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian 

selanjutnya  

b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan 

kemampuan penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada 

masyarakat nantinya 

c. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan 

penulis dan masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat oleh 

penulis. 
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    BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Tinjauan Umum  Tindak Pidana 

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana atau merujuk pada istilah strafbaarfeit6 perlu 

pemahaman atau penjabaran khusus, karena penjelasan tindak pidana 

memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan 

sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak. Dengan demikian 

dapatdiketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai 

perbuatan/ tindak pidana. 

Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua 

pandangan tentang perbuatan/ tindak pidana yaitu pandangan monistis dan 

pandangan dualistik7 

Pandangan Monitis adalah suatu pandangan yang melihat 

keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan 

sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip 

pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana 

sudahtercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan 

pertanggung jawaban pidana/ kesalahan (criminal responsibility). 

                                                   

6 Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata 

strafbaarfeit dalam Bahasa belanda. Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan oleh beberapa 

sarjana hukum Indonesia antara lain : tindak pidana, delict, perbuatan pidana. 
7 Lihat, Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan. 

Malang. UMM Press. Halaman 94. 
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Menurut simons8, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang oleh 

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dihukum. Batasan seperti ini, menurut simons, untuk adanya suatu 

tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 

maupun perbuatan negative (tidak berbuat). 

b. Diancam dengan pidana. 

c. Melawan hukum. 

d. Dilakukan dengan kesalahan. 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 

Dengan penjelasan ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya 

pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan 

antara criminal act dan criminal responsibility. Apabila diikuti pendapat 

ini, maka apabila ada seseorang yang melakukan pembunuhan eks pasal 

338 KUHP, tetapi kemudian orang yang mlakukan pembunuhan itu 

adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, seperti orang gila 

maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. 

Tidak dapat disebut sebgai tindak pidana karena unsur-unsur tindak 

pidananya tidak terpenuhi, yaitu unsur orang yang mampu bertanggung 

jawab.  

                                                   
8 P.A.F. Lamintang1997.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Citra Aditya Hal.185 
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Pandangan dualistik memisahkan antara perbuatan pidana 

dan pertanggung jawaban pidana. Dalam tindak pidana hanya 

dicakup  criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi 

unsur tindak pidana. 

2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno9, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. 

Dengan penjelasan tersebut, maka untuk terjadinya 

perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur: 

a. Adanya perbuatan (manusia). 

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 

merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 

1 ayat (1) KUHP23). 

c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat 

materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan 

hukum materiil dalam fungsinya yang negatif). 

Berdasarkan pandangan atau penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tindak pidana tidak tercakup pertanggung 

jawaban pidana (criminal responsibility). Bahwa untuk adanya 

pidana tidak cukup hanya telah terjadi tindak pidana, tanpa 

mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu 

                                                   
9 Sudarto. 1975. Hukum Pidana Jilid 1A-B Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam 

Perspektif Pembaruan Hal.96 
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mampu bertanggung jawab atau tidak. Sehingga peristiwanya 

adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan 

perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat 

bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan 

batinantara perbuatan yeng terjadi dengan orang itu. 

Urgensi perbedaan apabila dikaitkan dengan syarat adanya 

pidana atau penjatuhan pidana, kedua pandangan tersebut tidak 

memunyai pandangan yang mendasar, pandangan monistik 

maupun pandangan dualistik, keduanya mempersyaratkan bahwa 

untuk pidana harus ada perbuatan/tindak pidana (criminal act) dan 

pertangung jawaban pidana (criminal responsibility). Perbedaan 

keduaya adalah bahwa pandangan monistik keseluruhan syarat 

untuk adanya pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana 

karena dalam pengertian  tindak pidana tercakup baik criminal act 

maupun criminal responsibility. Sementara dalam pandangan 

dualistic keseluruhan syarat untuk adanya pidana tidak melekat 

pada perbuatan pidana, karena dalam pengertian tindak pidana 

hanya mencakup criminal act tanpa mencakup criminal 

responsibility. Ada pemisahan antara perbuatan (pidana) dengan 

orang yang melakukan perbuatan (pidana) itu.10 

Secara teoritis adanya perbedaan dalam dua pandangan tersebut 

                                                   
10 Tongat,2012.Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif pembaruan hal.98 
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haruslah dicermati secara konseptual dalam dua pandangan 

tersebut sama-sama dapat diikuti dalam menjelaskan tentang 

perbuatan pidana. Maka haruslah ada konsistensi dalam 

mengikuti pandangan tersebut. Pemahaman pandangan tersebut 

diatas sangat penting, terutama pemahaman bahwa 

batasan/pengertian pidana tidak dibangun dalam kerangka berpikir 

yang sama dari para ahli hukum. 

2.1.3 Jenis-Jenis/ Penggolongan Tindak Pidana 

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana 

dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.11 

1. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan - perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu 

diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun 

tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan 

ini benar- benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan. 

2. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari 

sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya 

sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak 

pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya 

dengan sanksi pidana. 

                                                   
11 Andi Hamzah.1994. Asas-Asas Hukum Pidana.Rineka Cipta. Hal.83 
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Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana 

materiil.12 

1. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya 

dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana 

telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang 

dilarang oleh undang - undang tanpa mempersoalkan akibatnya. 

2. Tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang 

perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu 

tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah 

selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. 

1. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan 

tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak 

pidana yang cukup dilakukan  dengan satu kali perbuatan, misalnya 

penipuan, pencurian, pembunuhan. 

2. Tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan 

beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan. 

Tindak pidana dapat juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. 

1. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya 

dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang 

dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik 

aduan absolute dan delik aduan relative. 

a. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan 

                                                   
12 Mahrus Ali.2011.Dasar - Dasar Hukum Pidana,Jakarta,Sinar Grafika . Hal.102 
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secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. 

b. Delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam 

lingkungan keluarga. 

2. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya 

pengaduan untuk penuntutannya. 

 

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-

menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. 

1. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri 

bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya 

delik merampas kemerdekaan orang. 

2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah 

perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang 

itu tidak berlangsung terus-menerus, misalnya pencurian dan 

pembunuhan.13 

 

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (commission act), dan 

delik omisi (omission act). 

1. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. 

2. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. 

                                                   
13 Mahrus Ali.Ibid.Hal.103  



 15 

Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. 

1. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan. 

2. Delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan. 

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. 

1. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, 

tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. 

2. Delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk 

pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga 

ancaman pidananya menjadi diperberat. 

2.2 Tindak Pidana Penipuan 

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan 

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata 

dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an sehingga menjadi 

penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau 

subjek pelaku. 

   Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai    

berikut: 

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik 

akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan- karangan perkataan-perkataan 

bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau 

menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.” Kemudian dijelaskan pula 



 16 

dalam kamus hukum14 penipuan dikenal dengan istilah zwendelarij atau swindling 

dengan memberikan pengertian  sebagai berikut: 

“Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, 

menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan 

nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan 

pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak”. 

          Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan 

membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah 

mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata 

tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu 

dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari 

keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan 

orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman 

pidana. 

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa 

tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan 

bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari 

keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik 

berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, 

misalnya menjatuhkan sesorang dari jabatannya. 

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan 

                                                   
14 yan pramdya puspa.kamus hukum,semarang.cv.Arena.Halaman 946 
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kejahatan penipuan (oplichthing) dalam bentuk umum, sedangkan yang 

tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk 

penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, 

yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan 

dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal 

dengan nama bedrog atau perbuatan curang. 

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara 

jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau 

serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya 

karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang 

melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul 

atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai 

dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang 

yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan 

nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu 

pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan 

perkataannya. 

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan 

yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut 

tidak dilaporkan kepihak kepolisan. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan 

dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus 

mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut 

menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. 
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2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 

Pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat 

dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut: 

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain dengan maksud melawan hak , baik dalam memakai nama 

palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan 

karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang 

supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan 

piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-

lamanya empat tahun.” 

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut 

diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur- 

unsur sebagai berikut : 15 

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari : 

1. Menggerakkan, 

2. Orang lain, 

3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda, 

4. Untuk memberi hutang 

5. Untuk menghapus piutang, 

b. Dengan menggunakan daya upaya seperti : 

a) Memakai nama palsu, 

b) Martabat palsu, 

                                                   
15 Tongat.2003.Hukum Pidana Materil.Malang.UMM Press.Hal.72 
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c) Dengan tipu muslihat, dan 

d) Rangkaian kebohongan. 

c. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari : 

1. Dengan maksud, 

2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan 

3. Secara melawan hukum. 

1. Unsur menggerakkan orang lain. 

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 

KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain 

adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baikberupa perbuatan- 

perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. 

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan 

mempengaruhi  atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang 

dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah 

berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara 

kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya. 

Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur 

menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam Pasal 55 

KUHP “menggerakkan orang lain” dengan menggunakan upaya-upaya 

memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau 

martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan 

sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 

378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan 
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menggerakkan dalam konteks pasl 378 KUHP ialah dengan menggunakan 

tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan 

yang bersifat menipu. 

2. Unsur menyerahkan suatu benda. 

Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan 

menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan dirisi korban 

secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini penyerahan dapat juga 

dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku. 

Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur 

penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya 

yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara perbuatan menyerahkan 

yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya 

upaya yang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal. Pengertian 

benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam 

pencurian dan penggelapan. 

3.  Unsur memakai nama palsu 

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang 

sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang 

sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang 

hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama 

Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia 

mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi 

Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang 
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sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama 

palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.Pemakaian nama palsu ini akan terjadi 

apabila seseorang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan 

sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari si pelaku. 

4.  Unsur memakai martabat palsu. 

Maratabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam 

suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya 

padanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau 

memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu 

jugatermasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang 

ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan. 

5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. 

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang 

dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat 

sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya 

hati-hati. 

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu 

atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan 

bagi orang lain bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat 

perbedaan diantara keduanya, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, 

sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.Tipu muslihat 

sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan 

tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) 
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tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang 

dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau 

kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan 

seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar. Kebohongan itu harus 

sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya 

yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu 

muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, 

sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat 

dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang 

yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus 

dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai 

kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat 

percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya 

penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan dusta, sehingga 

orang percaya kepada cerita  bohong itu. 

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta 

atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan 

seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. 

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, 

maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan 

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur- unsur yang 

disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana 

penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. 
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 2.2.3 Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan 

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu 

saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang 

diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar 

belakang dari seseorang melakukan tindakan pidana nya. Dalam Ilmu 

Krimonologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana16, antara 

lain : 

a. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah 

satu ataupun kedua orang tua serta keluarga. 

b. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan 

masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik. 

c. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan 

berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan 

pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor 

bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana 

penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak 

terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaaan ekonomi 

yang dialami oleh si pelaku tersebut. 

Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana 

penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain17 : 

                                                   
16 Moeljatno,1986,kriminologi cet kedua,Jakarta,Bina Aksara, hal.36 
17 Elvi Zahra Lubis,”Faktor penyebab dan saksi tindak pidana penipuan kepemilikan kendaraan 

bermotor secara melawan hukum” JPPUMA (Februari 2017),hal.88 
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a. Faktor Diri Pribadi 

b. Faktor Lingkungan 

c. Faktor Ekonomi 

d. Faktor Peluang 

e. Faktor Lemahnya Iman 

e. Faktor Keinginan 

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari 

faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki 

dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi 

tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga besarnya. 

Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang 

pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan 

hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderungingkungan 

masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada18. 

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting 

seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak 

pidana penipuan. Ekonomi dan kriminitas memiliki hubungan tersendiri yang 

sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan 

suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun 

negatif.19 Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya 

tindakakn penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup 

kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya 

                                                   
18 Jauzy,2004,Ketika Nafsu Berbicara,Jakarta,Cendikia Sentra Muslim , Hal.54 
19 Simanjuntak,2005,Kriminologi,Bandung,Tarsito,Hal.53 
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tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor yang penting adalah adanya 

kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun 

peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini 

sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum 

dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat 

terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan 

keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal.selanjutnya 

faktor lemahnya iman , jika iman kuat niscahya perbuatan penipuan tidak akan 

terjadi , dan faktor terakhir adalah faktor keinginan yaitu suatu kemauan yang 

sangat kuat untuk mendorong si pelaku melakukan kejahatan berupa tindak pidana 

penipuan . 

2.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan 

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi 

atas : 

1. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP; 

2. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari : 

a. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP. 

b. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP. 

c. Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam 

Pasal 383 bis KUHP. 

3. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 

bis KUHP. 

4. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP. 
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5. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP. 

6. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP. 

7. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang 

     terdapat dalam Pasal 388 KUHP. 

8. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 

     KUHP. 

9. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP. 

10. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP. 

11. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 

       KUHP. 

12. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang 

      dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP. 

13. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis 

      KUHP. 

14. Penipuan  tentang perbuatan memakai surat palsu pasal 263 KUHP 
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2.3. Kerangka Pikir 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

2.4. Definisi Operasional 

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

disertai sanksi berupa pidana tertentu. 

2. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, 

palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, 

atau mencari keuntungan . 

3. Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis , terperinci, 

dan formal mengenai rancangan suatu kerja . 

 Pasal 378 KUHP 

Tentang Penipuan  

Tindak Penipuan Penggunaan Proposal 

dalam pengumpulan infaq  

 

Penegakan Hukum 
 

- Restoratif Justice 

- Penyerahan ke dinas sosial 
 

 

 

Hambatan  
 

- Keluarga 

- Masyarakat 

 

Adanya Kepastian hukum bagi pelaku 
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4. Infaqh adalah mengeluarkan sebagian dari harta untuk kepentingan 

yang diperintahkan di ajaran islam 
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  BAB III 

            METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang 

turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer. Alasan 

digunakannya metode penelitian empiris karena dalam latar belakang 

dibutuhkan observasi tentang upaya pembuktian tindak pidana penipuan 

menggunakan proposal yang dilakukan oleh pihak- pihak berwajib kota timur, 

yaitu dengan menganalisis upaya penyelesaian serta hambatan dalam 

menangangi kasus tindak pidana penipuan menggunakan proposal dalam 

pengumpulan infaq. 

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis dan 

pendekatan sosiologis, yaitu metode pendekatan yuridis dimana pendekatan 

penelitian dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan dari segi hukum dan 

sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar 

untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan 

sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan didalam masyarakat 

atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan 

sebuah fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, pengidentifikasian 

masalah dan untuk mencari dan menemukan penyelesaian masalah20. Dengan 

demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji 

                                                   
20 soerjono soekanto,pengantar penelitian hukum, UI press , Jakarta , 1982 hal.10 
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fakta-fakta yang terjadi. Maka pembahasan yang dilakukan dengan berdasarkan 

fakta dan data yang diperoleh dari lapangan serta semua hasil wawancara dengan 

narasumber dan studi kepustakaan. Kemudian dibahas dan dianalisis untuk 

memecahkan masalah. 

3.2 Objek Penelitian 

     Objek Penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penipuan 

penggunan proposal dalam pengumpulan infaq 

3.3 Lokasi dan waktu penelitian 

   Untuk mendapatkan data – data yang akurat dan data – data yang dibutuhkan 

oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian di polsek 

Kota Timur yang beralamat di Jl. Taman Bunga, Moodu, Kec. Kota Timur Kota 

Gorontalo, Kelurahan Desa Ipilo Dan Dinas Sosial Kota Gorontalo. Dalam hal 

pemilihan lokasi penelitian dikarenakan dilokasi tersebut terdapat informasi yang 

lengkap mengenai tindak pidana penipuan dengan menggunakan proposal. 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

Populasi dan sampel 

3.5.1 Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri 

yang sama, populasi dapat berupa sekumpulan orang atau benda, kejadian 

, kasus , dengan ciri atau ciri yang sama. peneliti mewawancarai Kepolisian 

Kota timur,  Dinas Sosial , Babinsa kelurahan Ipilo , dan apparat desa ipilo 

3.5.2 Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap 

mewakili populasi dalam penelitian ini, sehingga yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini yakni Bhabinkamtibmas kelurahan ipilo polsek kota 
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timur, 1 orang dibidang pemberdayaan sosial Dinas sosial kota Gorontalo, 

Babinsa Kelurahan Kota Timur,1 Orang Kasi Kesra kelurahan ipilo 

3.6   Teknik pengumpulan Data 

            Pada penelitian ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai 

berikut : 

a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab 

secara terstruktur (interview) 

b) Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dokumen yang 

mempunyai keterkaitan dengan data yang dibutuhkan 

c) Observasi, yaitu langkah pencatatan informasi sebagaimana yang 

dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum 

ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, 

mengkualifikasikan. kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan 

masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. pendekatan 

kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lisan serta tingkah laku yang nyata , yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh .21 

 

 

                                                   
21 Mukti fajar & yulianto achmad, 2010 hal. 192 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kepolisian Polsek Kota  Timur merupakan Polsek yang berada di ibu Kota 

Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada diwilayah Kota Gorontalo, Kepolisian 

Polsek Kota Timur merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota 

Gorontalo. Polsek  Kota Timur yang beralamat Jln.Taman Bunga,Moodu,Kec Kota 

Timur Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan 

ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung 

jawabnya. Secara total wilayah hukum Polsek Kota Utara terdiri dari 2 (dua) 

kecamatan yaitu Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Dumbo Raya. yang 

terbagi menjadi beberapa kelurahan yaitu kelurahan Heledulaa Utara,Kelurahan 

Heledulaa Selatan, Kelurahan Ipilo, Kelurahan Padeboulo, kelurahan 

Tamalate, Kelurahan Moodu, kelurahan Botu,Kelurahan Bugis, Kelurahan 

Leato selatan, Kelurahan Leato Utara, Kelurahan Talumolo.22 

Polsek Kota Timur dipimpin oleh bapak Ipda Imanuel Ivan Bagus Pratama 

Thabaa S.Tr.K selaku Kapolsek Kota Timur, Polsek Kota Timur Bertugas 

menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanaan dan  

ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, pemberian 

perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat ,serta tugas-tugas 

polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

                                                   
22 https://polrestagorontalokota.com 

https://polrestagorontalo/
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4.1.1 Sejarah Polsek Kota Timur 

 Walaupun tidak diketahui pasti sejarah polsek kota timur , tetapi polsek kota 

timur berada dibawah naungan polres gorontalo kota, Awalnya di Kota Gorontalo 

Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan 

Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya 

dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas 

(Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah 

dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 

Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 

Gorontalo. 

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. 

Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor 

masing-masing sebagai berikut : 

1. Komsek 1905-01 Kota Utara 

2. Komsek 1905-02 Kota Selatan 

3. Komsek 1905-03 Kota Barat 

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 

Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. 

Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti 

dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh 

Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan). 



 34 

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir 

berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 

Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, 

yang membawahi 7 polsek masing-masing; 

1. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni : 

2. Polsek Kota Utara 

3. Polsek Kota Selatan 

4. Polsek Kota Barat 

5. Polsek Kota Timur 

6. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni: 

7. Polsek Kota Tengah 

8. Polsek Dungingi 

9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo. 
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Struktur Organisasi Polsek Kota Timur 

 

4.1.2 Visi Misi Polsek Kota Timur 

A. Visi 

            Polres Gorontalo kota mempunyai visi : 

          “ Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan   

terpercaya”. 

      B.  Misi 

   Misi Polres Gorontalo Kota adalah : 

KAPOLSEK

WAKAPOLSEK

KANIT 
PROVOS

KASI HUMASKASIUM

UR RENMIN UR TAUD UR TAHTI

KA SPKT I
KANIT 

INTELKAM
KANIT 

RESKRIM
KANIT 

SABHARA
KANIT 

BINMAS

KA SPKT II

KA SPKT III
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 Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta 

didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung; 

 Melakukan penegakan hukum degan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi 

HAM, anti KKN dan anti kekerasan; 

 Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan 

pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesadaran hukum; 

 Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap 

kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas; 

 Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelacaran lalu lintas untuk 

menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang; 

 Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan 

deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawan kamtibnas di 

wilayah Polres Gorontalo Kota. 

4.1.3 Tugas Dan Wewenang 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia : 

 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

 Menegakkan hukum; dan 

 Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertugas : 
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 melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

 menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 

kelancaran lalu lintas di jalan; 

 membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

 turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

 memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

 melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa; 

 melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

 menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 

 melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan 

dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

 melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

 memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
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 melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara 

Republik Indonesia secara umum berwenang: 

 menerima laporan dan/atau pengaduan; 

 membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

 mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

 mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

 mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian; 

 melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

 melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

 mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

 mencari keterangan dan barang bukti; 

 menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

 mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

 memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

 menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan lainnya berwenang : 

 memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya; 

 menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

 memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

 menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

 memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam; 

 memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha 

di bidang jasa pengamanan; 

 memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

 melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 

 melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada 

di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

 mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian 
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4.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Proposal Dalam 

Pengumpulan Infaq 

 Proposal sebagai rancangan kegiatan atau permintaan kepada seseorang 

atau suatu lembaga untuk melakukan suatu rencana kegiatan , acara , ataupun 

pembangunan . Proposal bisa juga disebut dengan usulan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) daring, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam 

bentuk rancangan kerja. Adapun kata proposal berasal dari bahasa Inggris 'to 

propose' yang artinya mengajukan. Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan suatu 

kegiatan membutuhkan biaya yang cukup. Namun, penyelenggara biasanya tidak 

memiliki dana yang cukup. Adapun solusi yang bisa dilakukan ialah dengan 

mengajukan proposal dana kegiatan ke beberapa instansi, perusahaan, badan usaha 

atau perseorangan. Proposal pengajuan dana atau sponsorship  merupakan 

dokumen berisi permintaan dana kepada beberapa, seperti produsen sebuah produk 

bermerek di berbagai bidang. 

Dengan adanya keuntungan yang lumayan tersebut, muncul peluang bagi 

segelintir orang untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar seperti 

kasus kejahatan penipuan menggunakan proposal dalam pengumpulan infaqh. 

Kejahatan-kejahatan penipuan merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi di 

Indonesia, dengan menggunakan berbagai macam cara penipuan yang terjadi. 

Dalam menangani kasus-kasus penipuan yang telah terjadi tersebut, sangat 

dibutuhkan peran apparat kepolisian sebagai wadah untuk pengaduan masyarakat 

agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kepolisian sebagai 

komponen/unsur/subsistem dari system peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam 

https://www.bola.com/tag/proposal
https://www.bola.com/tag/proposal
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perundang-undangan yang berlaku saat ini ( baik dalam kitab undang-undang 

hukum pidana )  

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki suatu 

pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan dalam 

hal ini penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq yang ada di Kota 

Timur yang dikenakan pasal tentang tindak pidana penipuan. Hukum pidana tidak 

hanya melihat unsur – unsur dari tindak pidana penipuan saja namun hukum pidana 

juga melihat adanya unsur penyertaan didalam tindak pidana yang berkaitan dengan 

tindak pidana penipuan tersebut. Berkaitan dengan kasus tersebut, terdapat pasal 

yang dikenakan yaitu Pasal 378 KUHP. 

Dalam pasal 378 KUHP disebutkan bahwa, 

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan 

melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan 

perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, 

membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat 

utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman 

penjara selama-lamanya empat tahun  

Dalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan 

dengan tindak pidana penipuan yang mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang 

ditujukan terhadap harta benda, dimana pelaku menggunakan perbuatan-perbuatan 

yang bersifat menipu atau menggunakan tipu muslihat. Kemudian didalam tindak 

pidana penipuan terdapat unsur - unsur seperti unsur subjektif dan unsur objektif. 

Unsur subjektif terdiri atas unsur dengan maksud, untuk menguntungkan diri 
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sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum. Selanjutnya unsur objektif 

terdiri dari barangsiapa, menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut, 

menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu 

piutang dan dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat 

serta rangkaian kata- kata bohong.  

Tindak dugaan penipuan menggunakan proposal dalam pengumpulan 

infaqh yang dilakukan oleh salah satu masyarakat yang ada dikelurahan ipilo. 

Dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan di Wilayah kota gorontalo 

khususnya kecamatan kota timur , terdapat beberapa faktor sehingga tindak 

pidana penipuan ini tidak diperkarakan dipengadilan atau dan diselesaikan 

secara restoratif justice.  

Bhabinkamtibmas kelurahan ipilo kepolisian sektor kota timur , Bripka 

Romi Paera menjelaskan , pada kamis 2 juni 2022 Lutfi Haryono warga 

kelurahan ipilo yang berusia 47 tahun sudah dibawa ke kantor lurah ipilo untuk 

dimintai keterangan ,berawal dari laporan pihak bank sulutgo ke pemerintah 

kelurahan ipilo bahwa Lutfi Haryono atau L.H memiliki tabungan yang 

berjumlah Rp 490.000.000 , setelah diminta keterangan L.H Mengaku bahwa 

dirinya meminta uang ke orang-orang dengan menyodorkan proposal masjid 

dalam pengumpulan infaq yang dibuatnya sendiri, tetapi masjid yang dipakai 

L.H didalam proposal bukan atas nama masjid didalam kelurahan ipilo 

melainkan masjid luar ipilo 23.dalam pertemuan itu kemudian setelah di cek 

saldo rekening milik LH berjumlah Rp 490.000.000 didalam dua rekening yakni 

                                                   
23 Hasil wawancara dengan ibu kasi kesra kelurahan ipilo rabu 31 januari 2024 
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Bank Mandiri dan Bank Sulutgo ,saat dimintai keterangan L.H mengaku bahwa 

itu memang rekening dia,namun tidak semua jumlah uang yang ada disaldo 

tabungannya tersebut bukan dari hasil  proposal tersebut . saat melakukan 

aksinya L.H sering menggunakan baju yang sobek  , dan dia melakukan aksinya 

kurang lebih 13 tahun.24 . 

 “bahwa kasus dugaan tindak pidana penipuan menggunakan proposal 

yang dilakukan oleh L.H memanglah benar , dan kenapa tidak sampai 

diperkarakan dipengadilan karena pada saat dimintai keterangan sebagai korban 

tidak ada yang merasa jadi korban dan tidak ada yang merasa keberatan, tapi ini 

bisa termasuk penipuan”.25 

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki suatu 

pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan dalam 

hal ini penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq yang ada di Kota 

Timur yang dikenakan pasal tentang tindak pidana penipuan. Hukum pidana tidak 

hanya melihat unsur – unsur dari tindak pidana penipuan saja namun hukum pidana 

juga melihat adanya unsur penyertaan didalam tindak pidana yang berkaitan dengan 

tindak pidana penipuan tersebut.  

kasus tersebut telah ditangani oleh pihak terkait diantaranya kepolisian , 

dinas sosial , babinsa dan aparat kelurahan ipilo dan  dan agar L.H tidak mengulangi 

hal tersebut dilakukan upaya Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan 

proposal dalam pengumpulan infaq yaitu dengan Restoratif justice dan penyerahan 

                                                   
24 https://regional.kompas.com 
25 Hasil wawancara dengan bapak Bhabinkamtibmas kelurahan ipilo polsek kota timur kamis 25 

januari 2024 
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ke dinas sosial . 

4.2.1 Restoratif Justice 

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian    konflik 

dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang 

dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, 

dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan 

restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik 

secara damai di luar pengadilan. 

Kebijakan Pidana Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal 

dengan istilah reparative justice adalah suatu pendekatan keadilan yang 

memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan 

juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi 

ketentuan Hukum atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal ini 

korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong 

untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, 

mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. 

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang Viktimologi dan 

Kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang- orang 

dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan 

bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program 

Restorative justice, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota 

yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam 
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menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, 

dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari 

sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi 

penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. 

Peraturan mengenai restoratif justice diatur dalam peraturan kepolisian 

Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan 

keadilan restoratif justice yang mengatur tentang penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga , dan pihak lain yang terkait 

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

Selanjutnya syarat-syarat mengenai penerapan restoratif justice ketika 

dalam tahap penuntutan dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) peraturan kejaksaan 

negeri 15/2020 “perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan 

penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif justice dalam hal terpenuhi syarat 

berikut : 

a.Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana 

b.Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan  

pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun ; dan 

c.Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang 

ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua 

juta lima ratus ribu rupiah ). 

Dalam kasus ini peneliti meneliti terkait kasus penipuan menggunakan 

proposal masjid yang diselesaikan secara restoratif justice , saat ini tidak di dapat 
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di pungkiri memang tindak pidana penipuan marak terjadi dengan berbagai 

macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya 

tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. 

Tindak pidana penipuan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung 

meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan 

teknologi dan ekonomi. 

Kemudian tindak pidana penipuan secara yuridis sendiri diatur dalam 

Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rumusan pasal 

sebagai berikut : 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau 

martabat (Hoedaningheid) palsu ,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, 

karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” 

 

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana penipuan dapat di ancam penjara 

paling lama (4) empat tahun. Akan tetapi secara yuridis formil tindak pidana 

penipuan dapat pula diselesaikan tanpa melalui proses peradilan/pengadilan salah 

satunya ialah melalui Penerapan Restorative Justice, Restorative Justice sendiri 

berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang di 

fasilitasi pihak terkait yaitu dalam hal ini Kepolisian,Dinas sosial dan aparat 

kelurahan ipilo untuk   menciptakan  kesepakatan atas penyelesaian perkara 

penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq .  

didalam kasus penipuan menggunakan proposal masjid dalam pengumpulan 
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infaq ini pihak kepolisian dan pihak aparat kelurahan telah melakukan pemanggilan 

terhadap pelaku yaitu Lutfi Haryono atau L.H , setelah melakukan pemanggilan terhadap 

pelaku di kelurahan Ipilo pelaku ditanyakan mengenai kebenaran kasus yang dia lakukan 

, setelah dimintai keterangan L.H membenarkan kasus tersebut dia membawa proposal 

masjid untuk meminta infaq kepada masyarakat kota gorontalo aksi ini dia lakukan 

kurang lebih 13 tahun dengan hasil pendapatan Rp490.000.000,00 . kemudian pihak 

kepolisian menunggu laporan dari masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan dari 

perbuatan L.H ini tetapi tidak ada yang melapor sehingga pihak kepolisian dan pihak 

aparat kelurahan ipilo mengambil penyelesaian tindak pidana secara restoratif justice 

ini diambil karena sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana , cepat , dan 

diharapkan lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan 

masyarakat . 

Dari hasil wawancara dan fakta dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa 

alasan diambilnya jalan Restoratif Justice yakni karena ada dua faktor , faktor 

tidak adanya korban dan tidak ada yang merasa dirugikan 

- Tidak adanya Korban 

 Dalam hal ini tidak adanya korban yang dimaksud yaitu dimana kepolisian 

polsek kota timur didalam menangani kasus ini telah memberikan informasi 

kepada masyarakat sekitar khususnya kelurahan Ipilo apabila ada yang merasa 

dirinya korban agar segera melaporkan ke pihak terkait yakni kepolisian polsek 

kota timur. 

 Pihak kepolisian polsek kota timur telah menunggu laporan selama 2 

minggu tetapi belum ada satupun masyarakat yang melaporkan bahwa dirinya 
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yang menjadi korban didalam kasus penipuan penggunaan proposal dalam 

pengumpulan infaqh , sehingga pihak kepolisian tidak bisa melanjutkan proses 

pidana terhadap L.H , karena pihak kepolisian tidak memiliki barang bukti yang 

cukup dan minimnya informasi atas perbuatan pelaku karena tidak ada satupun 

masyarakat yang bisa dimintai keterangan mengenai kasus penipuan ini. 

- Tidak ada yang merasa dirugikan 

Kasus penipuan penggunaan proposal palsu yang terjadi dikota gorontalo 

dan ditangani oleh Bhabinkambtimnas polsek kota timur dan aparat kelurahan 

ipilo tempat pelaku berada dan kemudian diambil lamgkah penyelesaiannya 

secara Restoratif justice ini tidak lain karena faktor tidak ada yang merasa 

dirugikan, dari fakta dan hasil wawancara faktor ini disebabkan oleh 

kecenderungannya masyarakat Gorontalo yang terlalu baik sehingga mereka 

menganggap bahwa hal ini hanya kegiatan meminta-minta atau mengemis. 

Didalam kasus ini juga peneliti mendapati bahwa kesadaran dan pengetahuan 

tentang hukum diwilayah Gorontalo  bisa dibilang cukup rendah ,seharusnya didalam kasus 

ini pelaku yang menggunakan proposal masjid dalam pengumpulan infaq sudah termasuk 

penipuan karena telah memenuhi unsur penipuan yang terdapat dipasal 378 KUHP yaitu 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum. 

Selanjutnya unsur objektif terdiri dari barangsiapa, menggerakkan orang lain agar 

orang lain tersebut, menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, 

meniadakan suatu piutang dan dengan memakai sebuah nama palsu, kedudukan 

palsu, tipu muslihat serta rangkaian kata- kata bohong, dari unsur-unsur penipuan 

diatas ditambah bukti dari rekening pelaku yakni Rp 490.000.000,00 seharusnya 
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masyarakat gorontalo sudah ada yang dirugikan tetapi satupun tidak ada yang 

melaporkan bahwa dirinya telah dirugikan ke pihak kepolisian.  

4.2.2 Penyerahan ke dinas sosial 

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang tugasnya membantu 

dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial , rehabilitiasi sosial , pembinaaan 

kesejahteraan , serta pembinaan tenaga kerja . langkah penyerahan ke dinas sosial 

ini diambil karena pihak terkait menganalisis bahwa pelaku penipuan penggunaan 

proposal masjid didalam pengumpulan infaq telah L.H lakukan selama 13 Tahun 

dalam artian bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan . 13 tahun telah melakukan hal 

yang sama disetiap harinya dan berhasil mengumpulkan uang yang jumlahnya 

banyak dan hanya diberikan sanksi teguran saja , maka hal ini bisa saja tidak berarti 

bagi pelaku penipuan penggunaan proposal masjid dalam pengumpulan infaq , 

langkah ini diambil pemerintah tujuannya adalah agar  pelaku tidak mengulangi hal 

yang sama, L.H ditahan selama 2 minggu di rumah singga yang berada di kelurahan 

Molosifat U, kecamatan sipatana kota gorontalo , Perbuatan L.H ini juga bukan 

hanya sekedar meminta-minta kadang juga dia sampai memaksa agar orang-orang 

bisa memberikan uang kepadanya sehingga perbuatan yang dia lakukan 

meresahkan warga dan mengganggu ketertiban umum dan menjadikan L.H 

bermental meminta-minta saja ketika mempunyai keinginan untuk memiliki 

sesuatu .  

Menyikapi aksi L.H tersebut pihak dinas sosial diharapkan dapat berperan 

penting dalam hal memberikan hak kesejahteraan sosial yaitu kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material ,spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 
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mampu mengembangkan diri , sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial , fungsi 

sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial seseorang , keluarga , kelompok , dan masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal 

Selama ditahan dirumah singgah pihak dinas sosial memberikan Pembinaan 

, baik pembinaan  Mental Spiritual ataupun pembinaan keterampilan .memberikan 

pembinaan spiritual dengan  cara memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan 

atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental atau tingkah laku sehingga 

memiliki kepribadian yang sehat ,akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan sehari – hari. 

Pembinaan keterampilan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan 

pengembangan keterampilan kepada L.H khususnya dalam berwirausaha dengan 

tujuan agar bisa mencari uang dan meninggalkan kebiasaan meminta – minta 

apalagi sampai melakukan penipuan yang sering L.H lakukan lagi sehingga bisa 

melakukan menjalani kesehariannya  dengan mengandalkan skill yang telah dilatih 

dan dikembangkan selama dirumah singgah. 

4.3 Hambatan Dalam Melakukan Penanganan Penggunaan Proposal Dalam 

Pengumpulan Infaq  

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau 

pencapaian suatu hal. Untuk menyelesaikan penelitian ini peneliti juga meneliti 

tentang hambatan yang terjadi dilapangan pada saat pihak terkait didalam 

penanganan didalam menyelesaikan kasus penipuan penggunan proposal masjid 
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dalam pengupulan infaq . Untuk Mengetahui Hambatan dalam terjadinya 

penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq tersebut,  peneliti 

melakukan observasi dan wawancara secara langsung .  

Hukum adalah salah satu bidang yang sifat keberadaannya sangat essensial 

untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terlebih lagi Negara 

Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti bahwa semua perbuatan aparat 

Negara harus berdasarkan hukum, serta setiap warga harus mematuhi hukum. 

Dengan semakin kompleksnya perkembangan, maka tidak jarang pula 

menyebabkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian 

secepat mungkin. Permasalahan yang timbul tersebut, baik berupa pelanggaran 

terhadap aturan aturan yang bertedensi untuk menciptakan suatu fenomena yang 

bertentangan dengan kaidah susila dan kaidah moral serta aturan aturan hukum 

ataupun terhadap norma norma yang ada dalam    kehidupan bermasyarakat. 

Terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan tersebut merupakan realitas dari 

adanya manusia manusia yang tidak bisa menerima aturan aturan tersebut secara 

keseluruuhan. Apabila hal seperti itu dibiarkan terus berlarut larut dan tidak 

mendapat perhatian, maka dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat 

sehingga dapat mengganggu ketertiban umum , tetapi menurut peneliti didalam 

kasus penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq kali ini didalam 

proses penanganannya ada yang menarik untuk dibahas yaitu dimana biasanya 

faktor keluarga dan masyarakat yang sangat membantu didalam menangani kasus 

kali ini menjadi hambatan. 

Peneliti akan memaparkan dan mendeskripsikan hambatan pihak terkait 
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didalam melakukan penanganan penipuan penggunaan proposal dalam 

pengumpulan infaq di Kota Gorontalo khususnya diwilayah kota timur sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya,  

maka hasil penelitian terdapat 2 faktor yang menjadi hambatan dalam 

menangani kasus ini yaitu Keluarga , dan masyarakat Sebagai berikut hasil dari 

wawancara dan fakta yang peneliti dapatkan didalam melakukan penelitian 

masing-masing dari faktor penghambat dalam melakukann penanganan penipuan 

penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq.26 

4.3.1 Keluarga 

Keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dalam proses 

kehidupan seseorang , seperti ayah, ibu, adik, dan kakak yang tinggal didalam satu 

rumah. Melalui lingkungan keluarga, seseorang akan mulai mengenal pola 

pergaulan dalam kehidupaan sehari – hari, peran keluarga dalam kehidupan sosial 

sangat penting karena keluarga menjadi elemen yang paling terdekat dalam diri 

seseorang seperti pembentukan karakter, pemberian keterampilan dan ilmu 

pengetahuan serta memberikan contoh dan teladan yang baik , memberikan kasih 

sayang , mengontrol perilaku, sebagai tempat berlindung yang aman, nyaman, dan 

pemberi motivasi ,  

Hambatan didalam penanganan kasus penggunaan proposal dalam 

pengumpulan infaq salah satunya yaitu keluarga yang tidak memperhatikan 

pelaku didalam kehidupan sehari – harinya , sehingga disaat pelaku melakukan 

                                                   
26 Hasil wawancara dengan bapak Bhabinkamtibmas kelurahan ipilo polsek kota timur kamis 25 

januari 2024 
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hal yang salah yaitu melakukan penipuan menggunakan proposal masjid dalam 

pengumpulan infaq yang tujuan dari proposal dalam pengumpulan infaq  pihak 

keluarga tidak mengetahuinya , ketika dimintai keterangan yang jelas terkait kasus 

ini , tidak ada dari pihak keluarga yang mau bekerja sama dengan pihak yang 

berwenang didalam mengungkapkan kasus ini, tidak ada keterbukaan antara pihak 

keluarga dengan pihak kepolisian , tidak ada teguran dari pihak keluarga ke L.H , 

bahkan uang yang telah disimpan di rekeningnya pernah diambil oleh 

keluarganya. 

4.3.2 Masyarakat 

Pada hakikatnya manusia itu adalah suatu makhluk yang bertindak tidak 

hanya merespons tetapi juga beraksi dan dengan aksinya tersebut maka terciptalah 

satuan satuan kegiatan yang kemudian berfungsi untuk menghilangkan kecemasan, 

kebimbangan, dan membangun percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, 

semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang 

pendek, diliputi rasa takut, manakala  tidak adanya sistem sosial (aturan sosial) untuk 

menertibkan dan mengorganisir maka keberadaan peraturan perundangan atau 

hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial)27. 

kasus penipuan menggunakan proposal dalam pengumpulan infaq hal ini 

didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi infaq dan telah menjadi 

kebiasaan . Kecenderungan orang Gorontalo yang ramah dan penuh kasih kepada 

orang lain menyebabkan munculah modus penggunaan proposal dalam 

                                                   
27 Utsman, Sabian. 2013. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 185 
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pengumpulan infaq, tanpa masyarakat menyadari bahwa hal ini sudah ada unsur 

penipuan didalamnya , dengan maksud menguntungkan diri sendiri, memakai nama 

palsu , dengan tipu  muslihat kemudian berpenampilan yang lusuh dan kata-kata 

memelas dengan tujuan masyarakat sekitar merasa iba dan kasihan sehingga 

memberikan uang.  

Berdasarkan teori efektivitas hukum beberapa faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum yaitu28: 

1. Hukumnya atau undang undangnya 

2. Penegak Hukum 

3. Sarana atau fasilitas pendukung 

4. Masyarakat 

5. Budaya 

Berdasarkan teori diatas masyarakat juga punya peran didalam 

mengungapkan sebuah kasus tetap didalam kasus ini karena dianggap hal biasa oleh 

masyarakat tanpa disadari bahwa kasus ini bisa saja termasuk pidana , bahkan 

setelah dilakukan pemanggilan terhadap L.H untuk dimintai keterangan dan pihak 

kepolisian menunggu dari masyarakat yang merasa menjadi korban atau dirugikan 

atas kasus penipuan penggunaan proposal masjid dalam pengumpulan infaq ini 

tidak ada masyarakat yang datang untuk menghadap ke pihak kepolisian polsek 

kota timur .  

                                                   
28 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 5 



 55 

Selama masyarakat hanya menganggap kasus ini sekadar meminta – minta 

dan tidak merasa keberatan maka pelaku terus mendapatkan uang yang banyak 

setiap harinya tanpa bekerja yang berat maka hal ini menjadi modus baru bagi orang 

dalam meraut keuntungan , dalam melakukan penggunaan proposal dalam 

pengumpulan infaq karena lebih gampang dalam mencari uang dan dapat 

memperoleh uang lebih banyak dan lebih cepat setiap harinya maka hal ini menjadi 

kebiasaan .  

Karena pendapatan dalam penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq 

dirasa cukup banyak maka mengakibatkan rasa malu untuk meminta-minta sudah 

hilang . Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi 

sebagai orang yang berekonomi lemah , sehingga tidak ada kemauan untuk 

melakukan perubahan atau hidup lebih baik. Perilaku dan kebiasaan meminta-minta 

agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat menjadi malas dan 

ingin enaknya saja tanpa berusaha terlebih dahulu.  

Hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut sesuai dengan peraturan 

yang telah dibuat dalam undang undang dan hukum yang sesuai dengan cita cita atau 

harapan dari masyarakat. Apabila dengan adanya hukum tersebut akan bisa 

menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dalam realita yang terjadi didalam 

kasus penggunaan proposal masjid dalam pengumpulan infaq masyarakat sendiri yang 

tidak mau bekerja sama dengan pihak terkait terutama kepolisian. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Proposal Dalam Pengumpulan 

Infaq walaupun kasus penipuan penggunaan proposal dalam pengumpulan 

infaq ini tidak diselesaikan dipengadilan karena faktor tidak adanya yang 

menjadi korban dan tidak ada yang merasa dirugikan, tetap kasus ini bisa 

dikatakan penipuan karena pengaturan tindak pidana penipuan dalam 

penggunaan proposal masjid dalam pengumpulan infaq termasuk kedalam 

pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah memenuhi unsur 

– unsur berupa unsur subjektif dan unsur objektif . unsur subjektif ialah 

unsur yang berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dengan cara melawan hukum , sedangkan unsur objektif ialah 

unsur yang memuat mengenai hal – hal yang berkaitan dengan barang siapa, 

unsur mengerakkan orang lain agar menyerahkan suatu benda , mengadakan 

suatu perikatan serta meniadakan suatu piutang dengan memakai nama 

palsu,sifat palsu , dengan tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat didalam menangani kasus 

penipuan penggunaan proposal palsu dalam pengumpulan infaq 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, yaitu: faktor keluarga 

yaitu faktor paling utama didalam menangani kasus ini keluarga tidak mau 

bekerja sama dengan pihak kepolisian didalam menyelesaikan kasus ini, 
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selanjutnya Faktor masyarakat  , masyarakat gorontalo yang menganggap 

penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq ini adalah hal biasa , tanpa 

mereka sadari ini termasuk penipuan , kemudian hal ini menjadi kebiasaann 

bagi pelaku yang membuat pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan 

tersebut.  

5.2 SARAN 

 Berdasarkan simpulan diatas, makan penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi pihak berwenang atau aparat penegak hukum agar memberikan sanksi 

pidana terhadap pelaku kasus penipuan pengguna proposal dalam 

pengumpulan infaq, karena menurut penulis bahwa kasus tersebut telah 

memenuhi unsur subjektif melawan hukum dan unsur objektif menggerakan 

orang lain agar menyerahkan suatu benda,memakai sifat palsu, tipu 

muslihat dan serangkaian kata-kata bohong . apalagi penipuan termasuk 

delik biasa bukan delik aduan , atau delik yang dapat diproses langsung oleh 

penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. 

2. Dalam kasus ini penggunaan proposal dalam pengumpulan infaq ini juga 

bisa jadi termasuk dalam kegiatan mengemis , Pemerintah juga diharapkan 

mampu mengambilan peran dalam membina dengan cara memberikan 

pelatihan keterampilan ataupun menyediakan modal usaha bagi para 

pengemis maupun warga miskin kota agar dapat bermanfaat untuk 
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menciptakan peluang bekerja maupun membuka suatu usaha. Khususnya 

untuk pengemis yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. 
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